GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 33 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1./8479/SJ tentang Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Kabupaten Cianjur Dalam Rangka Penanganan
Masyarakat Terdampak Bencana Alam, perlu ditetapkan
Perubahan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib
Dlam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 8);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Lampung Tahun 2022, (Berita Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 12);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 33.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022
Nomor 35);



1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian
sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah direncanakan semula sebesar Rp6.558.085.742.933,00
menjadi sebesar Rp6.915.251.441.290,74 dengan rincian sebagai berikut:
1) Pendapatan Asli Daerah

a. Semula Rp 3.447.849.161.718,00

b. Bertambah Rp 336.801.684.166,74

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 3.784.650.845.884,74
2) Pendapatan Transfer

a. Semula Rp 3.090.977.700.680,00

b. Berkurang (Rp 6.527.654.360,00)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 3.084.450.046.320,00
3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

a. Semula Rp 19.258.880.535,00

b. Bertambah Rp 26.891.668.551,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 46.150.549.086,00

2. Belanja Daerah direncanakan semula sebesar Rp7.011.699.025.933,00 menjadi
sebesar Rp7.106.758.595.503,07 dengan rincian sebagai berikut:
1) Belanja Operasi;

a. Semula Rp 4.183.862.528.951,98

b. Bertambah Rp  403.980.065.702,95

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 4.587.842.594.654,93
2) Belanja Modal

a. Semula Rp 1.488.985.083.909,00

b. Berkurang (Rp 353.004.084.440,56)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 1.135.980.999.468,44
3) Belanja Tidak Terduga

a. Semula Rp 31.500.000.000,00

b. Berkurang (Rp 11.012.750.000,00)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 20.487.250.000,00

4) Belanja Transfer
a) Belanja Bagi Hasil

a. Semula Rp 1.307.351.413.072,02

b. Bertambah 54.996.338.307,68

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 1.362.347.751.379,70
b) Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum

a. Semula Rp 0,00

b. Bertambah Rp 100.000.000,00

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 100.000.000,00



3. PEMBIAYAAN DAERAH
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 644.793.283.000,00
2) Berkurang Rp (262.106.128.787,67)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 382.687.154.212,33
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp 191.180.000.000,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 191.180.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 191.507.154.212,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah Uang;

4. Lampiran I11.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial Uang;

6. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial Barang;

7. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
8. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;

9. Lampiran VLA  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Kabupaten;

10. Lampiran VLB  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Kota;

11. Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Desa;

12. Lampiran VILA Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;



13. Lampiran VII.B

14. Lampiran VIII

15. Lampiran IX

-6 -

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan,;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/
kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan
Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan
Negara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 05 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 05 - 10 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai dengan aslinya

PUADI JAILANI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 36



